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RKEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESTA i

NOMOR J“la/O/lQ‘)-
TENTANG

DEMNMUIKA AN "JAN PENEGHERIAN SEKCLAHE
TATTUN PTLAJARAN 1994/100¢8

. N It Som ANy epeay TRy
PR B A T ur PEMINEY IS AXN TAMN LT BUDAY \c‘;!‘!,

mahwn Liuk mernunjang pelaicanaan wajib belajar pendidikan dasar 9

mwn wan meningkatkan daya iampung bagi lulusan 'Sekolah Lanjutar
ingxat Pertama (SLTP), dipandang perlu m"nc.apknn pembukaan dan
vitparian sekoich ahun p ,;clnj:u'm '994/)90S

Undan-undang Nomor 2 Tahun 1989:
Pzratwran Pemerintan :

. Nemor 27 Tahun 1)90.
v, Nomior 28 Tabun 1990;

Nomor 29 Tahun 1990;
3 Keputusan Presiden Republik Indonesia -
X Moraor 44 Tahun 1974;
& Nomor {5 Tahun 1984 schags .. PRITIIY- T+ IO

diutah terakhir dengan Kepucusan DPresiden  Republik
Indonesia Nomor 61 Tatun i995;
<. Nomor 96/M Tabun 1993;

d. Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana leluh diubah dengan
Kepitusan Presiden Republik Indonzsia Nomor 24 Tahun
+905;

4. Cenutusan M i wdikan dan Kebudayaan :

3. Nemor U296/0/1978;

h, Nomer 0370/Q/1978:

c. Nomor® 037" 197¢:

o ‘omrr 0901w 1979; .

<. Nem. » 0222b/0/1980; .

f{. Nomcr 087/0/1983;

8. Nomwr 0172/0/1983;

Nomeor 0173/0/1983:
Nomor 0262/0/1984:
Nomor 0248/U/1985:; '



dadviankan

P sanenten Megara Pendayagunaan Aparawr Meygara dengan surat

versar 3.,.273/1/98 tanggal 20 Oktober 1995,

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN  MENTERI PENDIDIXAM 7 iy JQI%(JDA Yaou
REPUBLIK  iINDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN
PENEGFRIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1994,1995.

Pasal |

Membubs Taman Kanak-kanak (1K), Sckolah sMenengah Pertama (SMP),
Sekoiz. 2w _uh Umum (SMA), dan Sckolah Menengah Kejuruan
(SMX) Negeri serta menegerikan SMP dan SMA Swasy tahun pelajaran
199471995 di beberapa Propinsi d! Indonesia scbagaimam;tcmanmm daiam
Lampiran | Keputusan 1.

Pasal 2

(N Kedudulan, togas dan fungsi, susunan organisasi dan kenja
ser@ stukter organisasi TK, SMP, SMA, dan SMX. Negeri
sewagerimana dimaksud dalam Pagcal I, masiog- masing adalak
sebagaimanu ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan ‘an
Habudayaar. ; '

Nomior 0296/0/1978:

=

n. tornoe 0370/0/1978: ‘
c. Nomor 0371/0/1978:
&, Nomor 090/0/1979.
{7 Sirukur organisasi TK dan sekolah sebagaimanz dimaksud dalam

Pazal 1, masing-masing sebagaimana tercantum dalam Lampiran []
Kepuwsan ini,

Pasa! 3

Mznugaskan kepada E., .. uor Wilayah Departernen Pendidikan dan
Fenudavaan di Propiusi vntuk melaksanakan sembukazn dan penegerian
serotih sebagaimana dimaksue “alamr- Pasal 1 yang berada di wiayrhnya
masine. =agi : ;

Pa:s.ﬂ‘ 4

Biava uiiul pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing Propinsi
&Y 4

7N RS Tt enggaran yang sesuai scbagaimana tereantum dalam
hewun 7 Lampiran 1 Keputusan ini.



Pasal § ) !

-
Dengan berlakunya Keputusan ini, jumial ;

1
A

"\

TK Negeri 92 buai;
SMP Negeri .. - 3.991 buah:
SMA Negeri <=y Nuah;
SMIK Neger .30 dah;
SLIKK Negeri 83 bhuzh;
SMT Pertanian Negeri 43 buan;
ST™M Negeri 175 buah:

vang tersehar di 27 Propinsi di Indonesia.

Pasal o

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditétapksn di Jakarta
pada tanggal 26 Qktober 1995
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

td.

Prof. Dr.-Ing. Wardiman Djojoncaoro



SALINAN Neputasan i dizmampaitian kepada ;

i

Mesien egam endayngunaan Aparatur Negar

Memive U dam Negem; '
Ciresior Jenderal Anggarun Departemen Xeuangan:
N0 wnla § et

pain Hadun Administrasi Kepegawaian Negaa:
Kepain Dadan Pemeriksa Kenangan; '

L
Swbemis Repala Dacrah Tingkat I;
Sehreianys

fencersl, Direkour Jenderal, Inspekiur lenderal dan Kepals Radan
"rastian dan Pengembangan Pendidikan dan Labusuyeun cuim lingk.
craftemen Po0 idikan dan Kehudayaan;
Sekreians idirektorat Jenderal, Sckretaris inspekiorst jencerai  da Sekretaris
Badain Poneiltian dan Puengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam
sngiisngan Tepaniemen Pendidikan dan Kebudayaan;
Revein Hee, Darekwr, Kepala Pusat dan Direktur Uama Perum  Balai Pustaka
dEecn e mean Depdnemen Pendidikan.dan_ Kebudayaan,
Nepaia Kipr Wilayih .2 temen Pendidikan dan Kcbudayaun .+ Propinsi;
Direxinrat Perhendaharaan dan Belanjo Negars;
Remier Perbendanaraan dan 10as Negara sctempat;
Komisi IX Dewan Perwakilzn Rakyat Republik Indonesia;
Seholah vang tersangiontan untuk dipergunakan seperlunya.

ls.‘;'

Saiman sesuai vengan aakines

Bira 1lukum dar Futungan asyarakat
Departeinen Perdicikan dan Hcbudayaan
Kepala Bagiar " envusunan Rancangar
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SK PERUBAHAN NAMA SEKOLAH

SMA NEGERI 1 PATAMPANUA MEN)ADI SMA NEGERI 5 PINRANG

"BUPATI ‘PINRANG

KEPUTUSAN BUPATI PINRANG
NOMOR : 410/ 71/ 2014

TENTANG

PERUBAHAN NOMENKLATUR SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI

Menimbang

Mengingat

(SMAN) SE KABUPATEN PINRANG

BUPATI PINRANG,

» bahwa untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan
pendataan pendidikan online perlu adanya penataan
kembali Nomenklatur Sckolah Menengah Atas Negeri
(SMAN) se Kabupaten Pinrang;
bahwa perubahan nomenklatur se
dimaksud pada huruf a didasarkan pada kesenioran
pendirian Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) se
Kabupaten Pinrang;
bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi

(Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 1822);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara
Tahun 2003 Nomeor 78, Tambahan Lembaran Negara
Nomeor 4301);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4437), secbagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Tahun
2004 , Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang

«f



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah
(Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3373);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara
Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4496);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang

Pengelolaan dan Penyelenggaraan  Pendidikan
(Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5105);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang
Menjadi Kewenangan  Pemerintah Kabupaten
Pinrang;

10 Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2
Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang;

Merubah Nomenklatur Sekolah Menengah Atas Negeri
(SMAN) se Kabupaten Pinrang diurut berdasarkan
kesenioran pendiriannya;

Nomenklatur Sekolah Menengah Atas Negeri
sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU
tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pinrang
AN

ONANGI

at



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PINRANG

NOMOR

2410 / 71 [ 2014

TENTANG :

(SMAN) SE KABUPATEN PINRANG

PERUBAHAN NOMENKLATUR SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI

No. | NOMENKLATUR LAMA NOMENKLATUR BARU LOKASI
KECAMATAN
1, SMA NEGERI 1PINRANG SMA NEGERI 1 PINRANG WATANG
i SAWITTO
2. SMA NEGERI 1 DUAMPANUA | SMA NEGERI 2 PINRANG DUAMPANUA
3. SMA NEGERI 1IMATTIRO SMA NEGERI 3 PINRANG MATTIRO
SOMPE SOMPE
4, SMA NEGERI 1SUPPA SMA NEGERI 4 PINRANG SUPPA
S. SMA NEGERI IPATAMPANUA | SMA NEGERI 5 PINRANG PATAMPANUA
6. SMA NEGERI 2 PINRANG SMA NEGERI'6 PINRANG TIROANG N
Ts SMA NEGERI 1IMATTIRO SMA NEGERI 7 PINRANG MATTIRO BULU
BULU
8. SMA NEGERI 1LEMBANG SMA NEGERI 8 PINRANG LEMBANG
9. SMA NEGERI 1CEMPA SMA NEGERI 9 PINRANG CEMPA
10. | SMA NEGERI 1LANRISANG SMA NEGERI 10 PINRANG LANRISANG
11. |'SMA NEGERI 3 UNGGULAN SMA NEGERI 11 UNGGULAN | WATANG
PINRANG PINRANG

SAWITTO




